
LAPORAN 

KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA TERKAIT ISU ATAU PERMASALAHAN DALAM 

RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELA TAN 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN 

JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI DAERAH 

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Klasifikasi Bahan dan Data Terkait lsu atau Permasalahan dimaksudkan sebagai
bahan maupun pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem lnformasi Kearsipan Nasional
Dan Jaringan lnformasi Kearsipan Nasional Di Daerah.

B. LA TAR BELAKANG

1. Pembangunan sistem informasi kearsipan nasional dimaksudkan untuk
memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip
sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori
kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Untuk melaksanakan fungsi sistem informasi kearsipan nasional dibentuk
jaringan informasi kearsipan nasional sebagai sistem jaringan informasi dan
sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan arsip statis.

3. berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraari rakyat,
Pemerintah Daerah mengelola simpul jaringan dalam sistem informasi
kearsipan nasional melalui jaringan informasi kearsipan nasional pada tingkat
provinsi. Sehingga diperlukan pengaturan terkait penyelenggaraan sistem
informasi kearsipan nasional melalui jaringan informasi kearsipan nasional
di Daerah.

C. ISU KRUSIAL

Dalam rangka kebutuhan kategori pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional
Republik Indonesia, peraturan di tingkat Daerah mengenai Sistem lnformasi
Kearsipan Nasional dan Jaringan lnformasi Kearsipan Nasional. Penilaian
pengawasan tersebut turut menjadi penilaian Reformasi Birokrasi dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang kearsipan. Sehingga
diperlukan pengklasifikasian peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan
tingkat daerah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem lnformasi Kearsipan Nasional
Dan Jaringan lnformasi Kearsipan Nasional Di Daerah.

D. HASIL KLASIFIKASI BAHAN HUKUM PRIMER BERUPA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1. UUD

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
















